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Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial
intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana
dari masyarakat, ia juga menyalurkan dana tersebut kemasyarakat dalam
bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalm
perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (interest based),
sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah
pembiayaan (financing) yang berbasi pada keuntungan riil yang
dikehendaki(margin) ataupun bagi hasil (profit sharing)(Anshori,
2009:104)
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang
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dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:96)
Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula
dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud
percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit
bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai
perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan
kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai
waktu (Kasmir, 2008:97).
Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credo, yang berarti I
believe, I trust, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan
credo berasal dari kombinasi perkataan sansekerta cred yang berarti
kepercayaan (trust) dan bahasa Latin do,saya menaruh. Sesudah kombinasi
tersebut menjadi bahasa Latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-
masing menjadi credere dan creditum, meskipun banyak penulis
mengemukakan bahwa credit berasal dari credere (Rivai, dkk. 2007:438).
Menurut Rivai, dkk. (2007:438) beberapa pengertian kredit antara lain:
1. Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak
(kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak
lain (debitur atau pengutang/borrower) dengan janji membayar
dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang
telah disepakati kedua belah pihak.
15
2. Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.
3. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan
harapan mendapat kembali suatu nilai ekonomi yang sama di
kemudian hari
4. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian
tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi)
yanag keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
5. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat
menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu
tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.
Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank
berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan berdasarkan
prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharappkan. Bagi
bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui
bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil
berdasarkan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:97).
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2.1.2 Tujuan Pembiayaan
Tujuan pembiayaan dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat
dalam pemberian pembiayaan (Rivai, dkk. 2007:439), yaitu sebagai berikut:
1. Bank
a. Pemberian pembiayaan merupakan bisnis terbesar hampir pada
sebagian besar bank
b. Pembiayaan merupakan salah satu produk bank dalam memberikan
pelayanan pada nasabah
c. Pembiayaan merupakan salah satu media bagi bank dalam
berkontribusi dalam pembangunan
2. Nasabah (pengusaha)
a. Pembiayaan dapat memberikan potensi untuk mengembangkan
usaha
b. Pembiayaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan
c. Pembiayaan merupakan salah satu alternatif pembiayaan
perusahaan
3. Negara
a. Pembiayaan merupakan salah satu sarana dalam memacu
pembangunan
b. Pembiayaan dapat meningkatan arus dana dan jumlah uang yang
beredar
c. Pembiayaan dapat menigkatkan pertumbuhan ekonomi
d. Pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak
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2.1.3 Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
perekonomian. Menurut Kasmir, dkk. (2008:101) secara garis besar fungsi
pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat
dikemukakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang
maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan
sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut
menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh
penerima kredit.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam halini uang yang beredar atau disalurkan akan beredar dari
suatu wilayah ke wilayah yang lainnya sehingga suatu daerah yang
kekuarangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut
akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Meningkatkan utiity (daya guna) suatu barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si
debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi
berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari
satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang
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beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit
dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Alat stabilitas ekonomi.
Dengan meberikan kredit dapat pula dikatakan sebagai stabilitas
ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan
menambah jumlah barang yang yang diperlukan oleh masyarakat.
Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang
dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa
Negara.
6. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat akan dapat meningkatkan
kegairahan berusaha, apalagi lagi si nasabah yang memang
modalnya pas-pasan.
7. Jembatan untuk peningkatan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik,
terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit
diberikan untuk mebangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu
membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi
pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga
akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung
atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
8. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional
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Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkat rasa saling
membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.
Pemberian kredit oleh Negara lain akan dapat meningkatkan kerja
sama di bidang lainnya.
2.1.4 Kualitas Pembiayaan
Pembiayaan bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko
kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam
memenuhi kewajiban untuk mengangsur serta melunasi pinjaman kepada
bank (Rivai, dkk. 2007:451). Kualitas kredit dapat dibagi menjadi:
1. Pembiayaan lancar (pass)
Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Pembayaran angsuran pokok tepat waktu
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai
(cash collateral)
2. Perhatian khusus (special mention)
Pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian
khusus apabila memenuhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90
hari
b. Kadang-kadang terjadi cerukan, cerukan adalah penarikan dari
rekening bank yang melebihi dana yang telah tersedia.
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c. Mutasi rekening relatif aktif
d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
e. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang lancar (substandard)
Pembiayaan yang digolong kedalam pembiayaan kurang lancar
apabila memenuhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari
b. Sering terjadi cerukan
c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari
90 hari
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Diragukan (doubtfull)
Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayanan
diragukan apabila memenuhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180
hari
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari
180 hari
d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian
pembiayaan maupun peningkatan jaminan.
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5. Macet (loss)
Pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila
memenuhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270
hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai wajar.
2.1.5 Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan
Menurut Kasmir, (2008:108). penilaian pembiayaan oleh bank dapat
dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang
nasabahnya. Prinsip pemberian pembiayaan dapat dianalisi dengan 5 C,
yaitu:
1. Character
Suatu keyakinan bahwa sifat, watak, dari orang-orang yang akan
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari
latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan
maupun yang bersifat pribadi.
2. Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis
yang berhubungan dengan pendidikannya, kemampuan dalam
memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, kemampuan
dalam menjalankan usahanya selama ini.
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3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan
keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas,
solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
4. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa
fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank
dari resiko  kerugian.
5. Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan
politik sekarang dan dimasa yang akan dating sesuai sector masing-
masing, serta prospek usaha sektor yang ia jalankan. Penilain prospek
bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek
yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif
kecil.
2.1.6 Pola Produk Pembiayaan
Menurut Ascarya (2006:122) produk pembiayaan bank syariah
dapat menggunakan empat pola yang berbeda, yaitu:
1. Pola bagi hasil, untuk invesment financing
a. Musyarakah
Investasi dengan pola musyarakah adalah keja sama
investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal
mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian
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keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung
semua oleh pemilik modal berdasarkan porsi masing-masing.
b. Mudharabah
Investasi dengan pola mudharabah adalah perjanjian
atas suatu kerja sama usaha dimana pihak pertama
menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas
pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai
dengan nisbah bagi hasil bersama sejak awal. Tetapi jika terjadi
kerugian, shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari
hasil kerjaannya selama proyek berlangsung.
2. Pola jual beli, untuk trade financing
a. Murabahah
Jual beli dengan pola murabahah adalah jual beli
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang
disepakati oleh penjual dan pembeli.
b. Salam
Jual beli dengan pola salam adalah jual beli yang
pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum
barang pesanan diterima.
c. Istishna
Jual beli dengan pola istishna adalah jual beli yang
didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang
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juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk
sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan
menjualnya dengan harga yang disepakati.
3. Pola sewa, untuk trade financing
a. Ijarah
Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa
menyewa dengan pemilik objek sewa dan penyewa untuk
mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
b. Ijarah muntahiyah bittamlik
Sewa denga skema ijarah muntahiyah bittamlik adalah
transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang
disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat
tertentu sesuai dengan akad sewa.
4. Pola pinjaman untuk dana talangan
a. Qardh
Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
2.1.7 Produk pembiayaan
Menurut Ascarya (2007:124) produk pembiayaan dapat dibagi
menjadi:
1. Pembiayaan modal kerja
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Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, antara lain:
a. Bagi hasil
Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk
membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan
sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil
dengan akad mudharabah atau musyarakah. Contoh: usaha makan
rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan
sebagainya.
b. Jual beli
Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk
membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan
berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan bejual beli,
kebutuhan modal perdagangan terpenuhi dengan harga tetap,
sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan
meminimalkan resiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan
produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Bank
menyuplai input produksi sebagai modal salam yang ditukar
dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.
2. Pembiayaan investasi
Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, antara lain:
a. Bagi hasil
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Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan
pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau
musyarakah. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan
pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Agar bank
syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi
kemungkinan resiko, maka bank dapat memilih untuk
menggunakan akad musyarakah.
b. Jual beli
Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi
dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah.
Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk
usaha, pembelian tempat usaha dan sebagainya. Selain itu juga
dapat dilakukan dengan akad istishna, misalnya untuk industri
pembuatan lokomotif, dan kapal. Akad istishna juga dapat
diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya gedung
apartemen, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.
c. Sewa
Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan
memerlukan waktu lama untuk memproduksinya dapat dipenuhi
dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau ijarah
muntahiyah bittamlik. Sebagai contoh, pembiyaan pesawat terbang,
kapal dan sejenisnya. Selain itu pembiayaan ijarah dapat juga
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digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin
pertanian, dan alat-alat investasi.
3. Pembiayaan aneka barang, perumahan dan property
Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, antara lain:
a. Bagi hasil
Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau property
dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad
musyarakah mutanaqisah, musyarakah mutanaqisah adalah
musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan
dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya
akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan
menjadi pemilik penuh usaha tersebut (Yaya, Rizal dkk. 2009:151)
misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan
sebagainya.
b. Jual beli
Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau property apa
saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual
beli dengan akad murabahah.
c. Sewa
Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau property
dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad
ijarah muntahiya bittamlik. Dengan akad ini bank syariah membeli
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asset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada
nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode
dengan harga yang disepakati di awal akad.
2.1.8 Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)
Menurut Rivai dkk. (2007:477) ada beberapa pengertian
kredit/pembiayaan bermasalah, yaitu:
1.Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target
yang diinginkan oleh pihak bank,
2.Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari
bagi bank dalam arti luas
3.Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya
baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau
pembayaran bunga, denda keterlambata, serta ongkos-ongkos bank
yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4.Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama
apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan
diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga
belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank
5.Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai
perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di
perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulya resiko
dikemudian hari bagi bank dalam arti luas
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6.Mengalami kesulitan didalam peneyelesaian kewajiaban-kewajiban
terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya,
pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang
menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan
7.Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet
serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
Bagi bank semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan
menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak semakin dini
pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang
berakibat semakin sulit penyelesaianya.
Menurut surat edaran Bank Indonesia no.9/24/DPbs tahun 2007
tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, non
performing financing adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur
(mudharib) karena berbagai sebab karena tidak dapat memenuhi
kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).
Demikian juga Bank Indonesia mengintruksikan perhitungan non
performing financing dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai
surat edaran BI no.9/24/DPbs 30 oktober 2007 tentang sistem penilaian
kesehatan bank berdasaran prinsip syariah yang dirumuskan sebagai
berikut:
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Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan
pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio
tersebut menunjukkan kualitas bank syariah semakin buruk.
Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
kriteria Penilaian Non Performing Financing
Peringkat NIlai NPF Predikat
1 NPF < 2% Sangat baik
2 2% ≤ NPF < 5% Baik
3 5% ≤ NPF < 8% Cukup baik
4 8% ≤ NPF 12% Kurang baik
5 NPF ≥ 12% Tidak baik
Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggl 30 oktober 2007
2.1.9 Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Adanya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa
faktor (Dahlan, Siamat, 2007:175) dalam (Susilawati, 2012) yaitu sebagai
berikut:
Faktor internal:
1. Kebijakan pembiayaan yang ekspansif
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
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3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan
4. Itikad kurang baik dari pihak bank
Faktor eksternal:
1. Penurunan kegiatan ekonomi
2. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
3. Kegagalan usaha debitur
4. Debitur mengalami musibah
2.1.10 Rasio Return Profit Loss Sharing dibanding Return Total Pembiayaan
Rasio return profit loss sharing dibandingkan return total
pembiayaan mencerminkan kebijakan jenis pembiayaan. Pembiayaan
Profit Loss Sharing (PLS) terdiri  dari  pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah dimana pembiayaan PLS ini memiliki risiko  yang  tinggi,
hal  ini  dikarenakan  dalam kontrak  ini  keuntungan  yang  diperoleh
shahibul maal (bank) relatif tidak pasti bahkan bank harus siap
menanggung  kerugian.  Tidak  adanya ketentuan  jaminan  dalam
pembiayaan  PLS menyebabkan  bank  menghadapi  risiko  terjadinya
moral hazard dan adverse selection karena adanya informasi  yang
asimetri (Ihsan:2011). Moral hazard yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan
oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang
saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar
pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya
secara etika dan norma tidak layak dilakukan. Sedangkan adverse selection
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yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya mengetahui
lebih banyak keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar,
dan mungkin teerdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada
principal (pemegang saham/pemilik/investor) (Wisnumurti, 2010).
Sebagai sikap hati-hati dalam menerapkan jenis pembiayaan yang
berisiko tinggi, bank cenderung menetapkan nisbah bagi hasil
(pendapatan) yang tinggi dari pembiayaan bagi hasil. Besaran nisbah bagi
hasil mencerminkan besaran resiko yang ditolerir oleh bank dalam
memperoleh pendapatan bagi hasil. Dengan menetapkan nisbah yang akan
memberikan return tinggi untuk jenis pembiayaan yang beresiko (profit
loss sharing:mudharabah dan musyarakah) berarti telah mencegah
terjadinya resiko moral hazard untuk debitur-debitur yang tidak
bertanggung jawab. Semakin tinggi rasio return, berarti semakin baik
kebijakan bank dalam mencegah terjadinya moral hazard (Ihsan dan
Haryanto:2011).
Menurut Nasution  dan  Wiliasih  (2007) yang mengembangkan
variabel rasio  return  profit  loss sharing (PLS)  dibanding return total
pembiayaan dalam penelitian Ihsan dan Haryanto (2011), variabel  ini
dikembangkan  sebagai  instrumen untuk melihat sejauh mana  keseriusan
bank dalam mencegah  terjadinya moral  hazard dan adverse selection.
Variabel  ini  cermin  kebijakan  tingkat kehati-hatian  bank  dalam
melakukan  pembiayaan. Variabel rasio return pembiayaan profit loss
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sharing dibandingkan return total pembiayaan mencerminkan kebijakan
jenis pembiayaan bank syariah (Ihsan dan Haryanto:2011).
Perhitungan rasio return pembiayaan profit loss sharing
dibandingkan return total pembiayaan adalah sebagai berikut:
Keterangan:
RR : Rasio return pembiayaan profit loss sharing dibandingkan return
total pembiayaan
2.1.11 Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate)
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan
diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur
Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan
diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia
melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk
mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional
kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar
Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga
PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga
deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan
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mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank
Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan
diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank
Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan
berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id).
2.1.12 Kurs
Kurs (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang
disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan
(Mankiw, 2006:128).
Menurut (Mankiw, 2006:128) para ekonom membedakan kurs
menjadi dua, yaitu:
1. Kurs nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif dari mata
uang dua Negara.  Jika suatu Negara memiliki tingkat inflasi yang
relatif tinggi terhadap Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah
mata uang asing yang semakin lama semakin banyak sepanjang waktu.
Jika suatu Negara memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah terhadap
Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah mata uang asing yang
semakin lama semakin sedikit sepanjang waktu(Mankiw, 2006:136).
2. Kurs Riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-barang
diantara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa
memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-
barang dari negara lain. Kurs riil terkait dengan ekspor netto. Bila kurs
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riil lebih rendah, barang-barang domestik relatif lebih murah di banding
barang-barang luar negeri, dan ekspor netto lebih besar.
Untuk keperluan jual beli valuta asing, bursa valas (tempat
diperjualbelikannya macam-macam valuta asing) mengeluarkan harga kurs
(Sukwiati,dkk. 2007:105) yaitu:
1. Kurs jual
Adalah kurs yang dikeluarkan bursa valas untuk menjual satu unit
valuta asing (valas) tertentu.
2. Kurs beli
Adalah kurs yang dikeluarkan bursa valas untuk membeli satu unit
valuta asing (valas) tertentu.
3. Kurs tengah
Adalah rata – rata harga kurs jual dan kurs beli. Kegunaan kurs tengah
adalah untuk menganalisis naik turunnya harga valuta asing di bursa.
Menurut (Putung, 2003:278) faktor - faktor yang mempengaruhi
kurs valuta asing yaitu:
1. Permintaan dan penawaran valas
Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, maka harga valas
akan menjadi lebih mahal dari nilai nominal – harga yang berlaku bila
permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya harga valas
akan menjadi lebih murah dari harga nominalatau harga berlakunya
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bila permintaan sedikit sementara penawaran banyak. Adapun sumber–
sumber permintaan untuk valuta asing adalah:
a. Impor barang dan jasa
b. Ekspor modal atau transfer valas dari dalam negeri ke luar
negeri
Sedangkan sumber penawaran valas adalah:
a. Ekspor barang dan jasa yang menghasilkan valas
b. Impor modal atau transfer valas dari luar negeri ke dalam
negeri.
2. Tingkat inflasi
Tingginya harga inflasi yang terjadi pada suatu Negara
mengindikasikan mahalnya harga barang-barang (tertentu) di Negara
tersebut. Jika Negara A terkena inflasi mengimpor barang dari Negara
B maka permintaan mata uang negara B akan meningkat.
3. Tingkat bunga
Isu mengenai tingginya tingkat bunga dapat menarik pemain “uang”
dengan memanfaatkan selisih nilai bunga pinjaman dan simpanan.
Oelh karena itu bagi Negara yang membutuhkan banyak mata uang
asing dan berusaha menarik peminta “petualang” uang, maka tingkat
suku bunga simpanan di negaranya akan dinaikkan pada tingkat
tertentu. Manakala jumlah mata uang asing banyak yang masuk ke
Negara tersebut, maka permintaan mata uang lokal akan semakin
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tinggi, sehingga nilai mata uang lokal akan semakin naik, sedangkan
nilai mata uang asing tersebutakan relatif menurun.
4. Tingkat pendapatan dan produksi
Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka daya beli
masyarakat akan semakin tinggi. Pada kondisi yang sama kapasitas
produksi Negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat, maka Negara tersebut akan mengimpor dari negara lain.
Semakin besar nilai barang yang diimpor, maka akan semakin besar
juga permintaan mata uang asing, sehingga harganya relatif akan
semakin naik.
5. Pengawasan pemerintah
Terdapat 2 cara klasik yang sering dilakukan pemerintah dalam rangka
mengawasiniali uangnya. Pertama, dengan kebijakan fiskalyaitu
menaikkan nilai pajak, dan mengetatkan belanja Negara. Kedua,
dengan kebijakan moneter, yaitu pengetatan uang yang beredar (atau
sebaliknya), menaikkan/menurunkan tingkat bunga dan lain
sebagainya.
6. Perkiraan/spekulasi/isu/rumor
Perkiraan, terutama daro orang-orang yang dianggap berpengalaman
dalam bidang perdagangan uang dan bidang politik, apabila sifatnya
positif bagi Negara yang bersangkutan kemungkinan besar akan
menaikkan permintaan mata uang lokal Negara tersebut dan begitu
pula sebaliknya.
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Kurs diproksikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yaitu rata-
rata penjumlahan Dari Kurs Jual dan Kurs Beli yang berlaku pada akhir
periode laporan triwulan yang sumbernya diambil dari Bank Indonesia.
Rumus perubahan kurs dapat diperoleh dengan rumus:
2.1.13 Pembiayaan Menurut Islam
Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:
Artinya:
283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat-Nya
untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi seperti hutang piutang
(pembiayaan), dalam pelunasannya seorang yang melakukan hutang
hendaknya menunaikan amanatnya dan janganlah melakukan penundaan
karena jika sampai hal itu terjadi maka akan dapat merugikan orang lain
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Penelitian ini tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
NPF. Rasio return pembiayaan profit loss sharing dibanding return total
pembiayaan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi NPF
sedangkan BI Rate dan kurs merupakan faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi NPF. Penelitian ini pada dasarnya replika dari penelitian
Mutamimah dan Chasanah (2012) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
dengan analisis eksternal dan internal dalam menentukan non performing
financing bank umum syariah di Indonesia.
Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai
berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Penelitiaaan
Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)
Non Performing Financing
(NPF)







Menurut sekaran (2007:135) hipotesis bisa didefinisikan sebagai
hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang
diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.
1. Rasio Return Profit Loss Sharing dibanding Return Total Pembiayaan
Rasio return profit loss sharing dibandingkan return total
pembiayaan mencerminkan kebijakan jenis pembiayaan. Pembiayaan
Profit Loss Sharing (PLS) terdiri  dari  pembiayaan  Mudharabah  dan
Musyarakah dimana pembiayaan PLS ini memiliki risiko  yang  tinggi,  hal
ini  dikarenakan  dalam kontrak  ini  keuntungan  yang  diperoleh shahibul
maal (bank) relatif tidak pasti bahkan bank harus siap  menanggung
kerugian.  Tidak  adanya ketentuan  jaminan  dalam  pembiayaan  PLS
menyebabkan  bank  menghadapi  risiko  terjadinya moral hazard dan
adverse selection karena adanya informasi  yang asimetri (Ihsan dan
Haryanto:2011). Moral hazard yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh
seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang
saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar
pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya
secara etika dan norma tidak layak dilakukan. Sedangkan adverse selection
yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya mengetahui
lebih banyak keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar,
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dan mungkin teerdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada
principal (pemegang saham/pemilik/investor) (Wisnumurti, 2010).
Dengan menetapkan nisbah yang memberikan return  tinggi untuk
jenis pembiayaan yang berisiko (profit loss sharing: mudharabah dan
musyarakah)  berarti  telah  mencegah  terjadinya  risiko moral hazard
yang dapat meningkatnya  rasio  NPF, yang dilakukan oleh  debitur–
debitur  yang  tidak  bertanggung jawab. Semakin tinggi rasio return,
berarti semakin baik kebijakan bank tersebut dalam mengantisipasi
kemungkinan terjadinya moral hazard (Ihsan dan Haryanto, 2011).
Dengan demikian bank tersebut telah hati-hati dalam  melakukan
pembiayaan. Semakin tinggi return pembiayaan profit  loss sharing
dibanding return total pembiayaan maka akan semakin rendah pembiayaan
bermasalah (NPF).
Hal  ini  didasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh
Mutamimah dan Chasanah (2012) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
dengan analisis eksternal dan internal dalam menentukan non performing
financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitiannya menemukan
bahwa rasio return pembiayaan profit loss sharing terhadap return total
pembiayaan berpengaruh negatif terhadap tingkat rasio NPF bank umum
syariah.
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dan Haryanto
(2011) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan judul pengaruh
gross domestic product, inflasi, dan kebijakan jenis Pembiayaan terhadap
rasio non Performing financing Bank Umum Syariah di Indonesia periode
2005 Sampai 2010. Penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan profit
loss sharing terhadap return total pembiayaan berpengaruh positif terhadap
NPF. Hasil ini tidak sesuai degan teori yang dibangun, bahwa rasio return
profit loss sharimg dibanding return total pembiayaan berpengaruh negatif
terhadap non performing financing (NPF).
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba merumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H1 :Rasio  return profit  loss sharing dibanding return total pembiayaan
berpengaruh  negatif terhadap rasio Non  Performing  Financing
(NPF)
2. BI Rate
BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga
kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dampak
perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi
ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga
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yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya
inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan
meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan
oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga (www.bi.go.id).
Peningkatan BI Rate menyebabkan sektor riil berada  dalam
ancaman Wulandari (2008) dalam Dwijayanti dan Prima (2009).
Penyaluran pembiayaan dalam kondisi sektor riil yang kurang kondusif
karena laju inflasi yang tinggi akan mendorong peningkatan jumlah
pembiayaan bermasalah (NPF) yang dihadapi perbankan syariah
(Pratiwi:2012).
Beberapa dampak naiknya suku bunga Bank Indonesia (BI Rate)
yaitu pertumbuhan perekonomian menjadi melambat yang berdampak
buruk pada lapangan pekerjaan dalam negeri dan akan menambah angka
pengangguran (www.detik.com). Pertumbuhan kredit mengalami
perlambatan yang akan mengganggu rencana ekspansi para pelaku usaha
karena penyusutan pemasukan akibat tergerusnya daya beli masyarakat.
Selain itu para pelaku usaha usaha akan mengalami kesulitan dalam
menaikkan harga jual produk dan jasa yang dihasilkan sehingga
keuntungan yang didapatkan semakin kecil (www.merdeka.com). Apabila
hal ini terjadi maka para peminjam akan sulit mengembalikan pembiayaan,
hal ini akan meningkatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (Non
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Performing Financing). Semakin tinggi BI rate semakin tinggi pembiayaan
bermasalah (NPF).
Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini yaitu :
H2 : BI rate berpengaruh positif terhadap non performing financing
(NPF).
3. Kurs
Kurs (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang
disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan
(Mankiw, 2006:128). Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang
Indonesia menggambarkan kestabilan ekonomi (Mutamimah dan
Chasanah:2012) di Negara Indonesia. Penguatan nilai  tukar  rupiah,
semakin  kuat  rupiah  semakin bagus perekonomian nasional di negara ini.
Perubahan kurs mata  uang  juga akan  sangat berpengaruh  pada
kelancaran  usaha  nasabah  (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Apresiasi
Rupiah (mata uang rupiah nilainya mengalami penguatan terhadap mata
uang asing lainnya) mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan
barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang
kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor
(www.bi.go.id). Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada
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berkurangnya pendapatan usaha yang bergerak disektor ekspor. Jika nilai
rupiah  jatuh  dibandingkan  dengan  valuta asing  dan  jika  usaha  tersebut
dijalankan dengan menggunakan  bahan  impor,  maka  akan  memukul
usaha  nasabah  dan  dapat  meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah.
Semakin tinggi kurs maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah (NPF).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan
Chasanah (2012) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan analisis
eksternal dan internal dalam menentukan non performing financing Bank
Umum Syariah di Indonesia. Penelitiannya menemukan bahwa kurs
memiliki pengaruh positif terhadap  tingkat rasio NPF bank umum syariah.
Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini yaitu :
H3: Kurs berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPF)
H4: Rasio return profit loss sharing dibanding return total pembiayaan, BI
rate, dan kurs berpengaruh secara simultan terhadap Non Performing
Financing (NPF).
